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KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
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TENTANG

PENETAPAN TANGGAL CETAK MASSAL SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
TERBUTANG DAN JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019

Menimbang

Mengingat

.

1.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan keientuan Pasal 98 Peraturan
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tabun 2016
tentang Pajak Daerah yang mengamanatkan Bupati atan pejabat
vang ditunjuk menentukan tangeal jatuh tempo pembayaran
dan penyetoran pajak yang teruiang paling lama 30 {dga pulbib)
hari kerje setelah saat terutangnya pajak paling lama & (enain)
bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Kepuiusan Bupatl tentang
Penctapan Tanggal Ceizk Massal Surat Pemberitabuan Pajak
Terhutang dan Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten
Labuhanbaha Selatan Tahun 2G19.

Undang-Undang Nomor & Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indopesia
fahun 1983 Nomor 49, Tamhbaban Lembaran Negara Republik
Tndonesia Nomeor 3062), scbagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tabun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomer 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nemor 28 Tghun 2002 tentang Bangunan
Gedung [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambsaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);



10.

11.

12.

13.

I4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diuban beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor % Tahun 2015 ientang
Peyiibahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 i4
tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 fentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {(Lembaran Negara Repubiik
Tndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jems
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atan Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5176);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Normor 13 Tahun 2606 teniang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah scbagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daecrah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 4 Seri A Nomor 04,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Normor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Seclatan Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Labuhanbatu  Selatan  (Lembaran  Daerah  Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tehun 2016 Nomor @ Seri D Nomor 09,
Tambahan Lembaran Daerab Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Nomor 09);

Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 36 Tahun 2016
tentang Klasifikasi WNilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar
Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016
Nomoyr 36);

Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 40 Tahun 2017
tenitang Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Tahun 2017 Nomor 40);

Keputusan Bupati Labuhanhatu Selatan MNomor
188.45/197 /DPPKAD/2016 tentang Penetapan Dasar Biaya
Komponen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkoiaan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

Tanggal Cetak Massal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan  Perkotaan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tabhun 2019 ditetapkan tanggal
11 Maret 20135,

. Tanggal Jatuh Tempo pembayaran dan penyetoran Pajalk Bum dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Labuhanbatu
Selatan Tahun 2019 ditetapkan tanggal 25 September 2019.

Keputusan Bupat! ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tangsal 5 Marst 2019
BUVATI LABUHANBATH SELATAN,

WILDAN ASWAN TANJUNG



